
WALIKOTA BANJARBARU 
PROVINS1 KALIMANTAN SELATAN 

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU 

NOMOR  TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU 
NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN 

DI WILAYAH KOTA BANJARBARU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BANJARBARU, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan 
pcnycicnggaraan pclayanan angkutan pcnumpang 
di Kota Banjarbaru dengan mobil angkutan umum 
perlu dilakukan penyesuaian pada harga jenis 
bahan bakar tertentu yang berlaku saat ini; 

b. bahwa dalam rangka memberikan keadilan kepada 
pengusaha angkutan dan masyarakat perlu 
dilakukan penetapan tarif angkutan di Wilayah Kota 
Banjarbaru; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan 
Atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 2 
Tahun 2015 tentang Penetapan tarif Angkutan di 
Wilayah Kota Banjarbaru; 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat 11 
Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3822); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 



3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4955); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 
tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5594); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036); 

9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 
Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteru Energi dan Sumber Daya 
Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan 
Harga Jual Eceran bahan Bakar Minyak; 

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 
Tahun 2016 tentang Tarif Dasar, Tarif Batas Atas 
dan Tarif Batas Bawah Angkutan Penumpang 
AntarKota, AntarProvinsi Kelas Ekonomi di Jalan 
dengan Mobil Bus Umum (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 496); 



Menetapkan 

11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan 
Tata Kerja Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah 
Kota  Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota 
Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 
Banjarbaru Kota Banjarbaru Nomor 16 Tahun 2014 
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah 
Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru 
(Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahuin 2014 
Nomor 16,Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Banjarbaru Nomor 13); 

MEMUTUSKAN 

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU NOMOR 2 
TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN 
DI WILAYAH KOTA BANJARBARU 

PASAL I 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Penetapan Tarif Angkutan di Wilayah Kota Banjarbaru (Berita 
Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2015 Nomor 2 ) diubah sebagai berikut: 

1. Diantara Pasal 4 ,Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yaitu Pasal 
4A dan Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai beriktu : 

Pasal 4A 

Apabila terjadi perubahan yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan 
usaha angkutan yang mengakibatkan perubahan biaya pokok lebih dari 20% 
(dua puluh person) Walikota Banjarbaru dapat mclakukan evaluasi untuk 
penyesuaian tarif. 

Pasal 5A 

Mengingat adanya fluktuasi harga bahan bakar minyak (BBM), dianggap perlu 
untuk pengaturan tarif angkutan umum dengan mekanisme sebagai berikut: 

a. Kisaran harga Bahan Bakar Minyak jenis Premium Rp. 6.600,- s/d 7.500,-
perliter mengacu sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1); 

b. Kisaran harga Bahan Bakar Minyak jenis Premium Rp. 7.600,- s/d 8.500,-
per liter akan mengalami kenaikan antara maksimal Rp. 1.000,- dari tarif 
angkutan umum sebelumnya. 



PASAL II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru. 

Ditetapkan di Banjarbaru 
pada tanzzal 

Diundangkan di Banjarbaru 
pada tanggal 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 

H. SAID ABDULLAH 

BERITA I9AERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2016 NOMOR 
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